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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjaun Figh Siyasah Terhadap Pertanggungjawaban
Diskresi Pejabat Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014”.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, pertama tentang
bagaimana pertanggungjawaban diskresi pejabat pemerintahan menurut Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014? Kedua, bagaimana tinjauvan figh siyasah terhadap
pertanggungjawaban diskresi pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30
Tahun 201?

Data penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan
teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan dalam
bentuk deksriptif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang
bertujuan untuk membuat deksripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara
sistematis, faktual dan akurat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pertanggungjawaban atas
diskresi ini dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu tanggung jawab jabatan dan pribadi.
Tanggung jawab jabatan adalah tanggung jawab pejabat yang menggunakan
kebijakan atas nama jabatan. Sedangkan tanggung jawab pribadi adalah tanggung
jawab yang harus ditanggung sendiri atas nama pribadi apabila melakukan suatu
administrasi. Kedua, teori maslahah dan diskresi memiliki kesamaan satu sama lain
dalam batas-batas penggunaannya. Tetapi dalam hal pertanggungjawabannya, a/-
sulthah al-tasyri’iyah atau lembaga legislatif bertanggung jawab langsung terhadap
rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan hukum atau kebijakan.

Sejalan dengan uraian di atas maka, seharusnya dalam melihat pertanggung
jawaban diskresi ini melalui berbagai segi. Sebab jika hanya dilihat dari satu segi saja,
maka memungkinkan Pejabat Pemerintah ini terkena sanksi pidana. Dan kemudian
muncul keraguan dalam mengeluarkan suatu diskresi. Oleh sebab itu, seharusmya
dalam pelaksanaan diskresi ini bisa sesuai dengan AUPB (Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik).
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Konsep negara hukum untuk mencapai negara kesejahteraan secara
implisit terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
1945 alinea 4 tercermin tujuan dari negara Indonesia, yaitu: Negara
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakanan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. !

Indonesia sebagai negara
kesejahteraan (welfare state) yang secara jelas menjamin kesejahteraan bagi
seluruh rakyat tentu tidak lepas dari peran pejabat pemerintahan. Dalam hal
ini, tugas pejabat pemerintahan bukan lagi bertindak pasif tetapi harus aktif
turut serta dalam kegiatan masyarakat. Sehingga kesejahteraan bagi setiap
orang bisa terjamin. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan
masud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya
mencakup berbagai aspek. Maka didalam welfare state (Negara

Kesejahteraan) pemerintah itu diserahi bestuurzorg yaitu penyelenggaraan

kesejahteraan umum atau public service.?

' Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 40.
2 SF Marbun & Moh. Mahfud, Pokok-Pokok Hukum administrasi Negara. (Yogyakarta, Liberty.
2000), 46.



Agar public service dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal
dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum itu pemerintah diberi juga
freis ermessen, yaitu kewenangan yang sah untuk turut campur dalam
kegiatan social guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan
kepentingan umum. Freis ermessen mempunyai arti membuat peraturan
tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya, atau mengimplementasikan
peraturan yang sesuai dengan kenyataan. Pencakupan yang demikian disebut
discretionary power.? Merujuk pada istilah beleid regels atau peraturan
kebijakan yang mempunyai arti yaitu produk hukum yang lahir dari
kewenangan mengatur kepentingan umum secara dasar prinsip freis
ermessen. Artinya diskresi ini dituangkan dalam bentuk tertulis, ia menjadi
kebijakan, yakni peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi
pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan
terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan
pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD
NRI 1945 dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa pengertian diskresi adalah
Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh
Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi

dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-

3 1bid., 46



undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau
tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan.

Meskipun demikian, kebebasan bertindak atas diskresi ini mempunya
batas-batas. Kebebasan tersebut dibatasi oleh Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tetapi apabila terjadi tindak
penyalahgunaan wewenang atau penyimapangan hukum atas keputusan
diskresi tersebut yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat, maka
keputusan diskresi tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Sebab
setiap penggunaan wewenang oleh jabatan selalu disertai dengan tanggung
jawab, sesuai dengan  prinsip  geen  bevoegdheid  zonder
verantwoordenlijkheid  yakni tidak ada kewenangan tanpa
pertanggungjawaban.* Menurut peraturan perundang-undangan, tugas public
service pemerintah sebagai tindakan administrasi negara didasarkan pada
ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara menyebutkan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah
badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari bunyi pasal tersebut
menjelaskan bahwa para pejabat tata usaha negara hanya dapat menjalankan
pemerintahan bila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

artinya dari mana asal mula Pejabat Pemerintahan mendapat kewenangan

4 Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi (Yogyakarta, FH UII
Press. 2009), 51.



tersebut.’ Kewenangan hanya didapat dengan dua cara yaitu atribusi dan
delegasi.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan, sedangkan
delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada.
Apabila perbuatan hukum seseorang untuk dan atas nama jabatan
(ambtshalve), maka pertanggungjawabannya terletak pada jabatan.
Sedangkan perbuatan seseorang dalam kapasitas pribadi, maka konsekuensi
dan pertanggungjawabannya terletak pada orang yang bersangkutan. Dalam
konsep hukum public, pertanggungjawaban hukum itu berkaitan dengan
penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan norma hukum, baik dalam
bentuk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
penyalahgunaan wewenang, nyata-nyata tidak masuk akal, maupun ada
unsur sewenang-wenang yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga
negara. ¢ Adapun pertanggungjawaban hukum pejabat yang menerbitkan
keputusan diskresi harus dibedakan dari segi administrasi, perdata dan
pidana.

Dalam sebuat hadits dijelaskan bahwa:

2R

55 5 Ik 385 67 A o ) YU s 2 Ui 155 1 (SIS

Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian
akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang dipimpinnya.
Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan

5 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara ( Yogyakarta, Graha I[lmu. 2012), 89.
6 Lutfil Ansori, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintahan dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan”. Jurnal Yuridis, No. 1, Vol. II, (Juni, 2015), 141.



dimintai pertanggungjawaban mengenai rakyatnya” (HR Bukhori
Muslim)

Dalam hadith di atas menjelaskan bahwa Nabi mengkualifisir setiap
muslim adalah pemimpin dalam arti formal dan non formal. Dalam arti
formal yang dimaksud adalah pemimpin yang menjabat dalam struktur
pemerintahan. Sedangkan dalam arti non formal, setiap muslim adalah
pemimpin bagi dirinya sendiri atau suatu perkumpulan tidak resmi.
Pertanggungjawaban seorang pemimpin berkaitan dengan sejauh mana ia
telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam hubungan dengan
kekuasaan yang dipegangnya. Apabila kewajiban-kewajiban yang
dibebankan kepadanya sebagai pemimpin telah dilaksanakannya
sebagaimana mestinya, maka bebaslah ia dari pertanggungjawaban itu.
Pejabat Pemerintahan yang memegang kekuasaan, memegang pula
kewajiban dan kewenangan. Dalam islam kewenangan penguasa harus
ditempatkan secara proporsional, sehingga terjadi implementasi kekuasaan

yang dipegangnya secara adil dan jujur.’

Dalam kewenangan mengeluarkan peraturan dan kebijakan bukan tidak
mungkin melanggar hak-hak rakyat atau mendzolimi rakyat. Oleh karena itu
didalam kajian figh siyasah dusturiyyah lembaga legislatif mempunyai
pertanggungjawaban terhadap rakyat. Karena rakyat juga memegang peran
penting dalam memberi aspirasi untuk membentuk undang-undang. apabila

hak rakyat tersebut dilanggar atau terdapat kebijakan yang tidak sesuai,

7 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip dilihat dari Segi
Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: PT Bulan
Bintang. 1992), 81-82.



rakyat dapat melaporkannya kepada peradilan. Peradilan tersebut dikenal

sebagai wilayah al-mazalim.

Oleh karena itu didalam kajian figh siyasah dusturiyyah Pejabat
Pemerintahan ialah seorang Khalifah. Karena dalam hal ini Khalifah juga
termasuk dalam lembaga eksekutif. Dalam pelaksanaan pemerintahan
Khalifah mempunyai hak dan kewajiban. Hak tersebut adalah mendapatkan

upah dari umat dan kewajibannya adalah menjaga ketentraman umat.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan, bukan tidak mungkin terdapat
hal-hal yang belum jelas terdapat pengaturannya dalam nash. Menurut Abdul

Wahhab Khallaf:

Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang
menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan
dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan

syari'at Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan
dengan pendapat para ulama mujtahid®

Menjaga kemaslahatan umat juga termasuk dalam prinsip-prinsip lima

dasar maqasidush shari‘ah. Dalam menentukan suatu hukum corak penlaran

yang digunakan dalam magqashidush shari'ah adalah dengan corak istis/ahi

yang menghasilkan konsep maslahah mursalah.

Selanjutnya dalam figh siyasah dusturiyah juga terdapat prinsip-prinsip
yang harus dilaksanakan dalam sebuah pemerintah untuk menjamin

kemaslahatan umat, hal ini sesuai dengan teori maslahah. Tetapi dalam

8 Muhammad Igbal, Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cetakan 2 (Jakarta:
Penerbit Gaya Media Pratama. 2007), 6.



pemerintahan tersebut juga harus dibebani oleh tanggung jawab yang harus
diemban pemimpin. Konsep ini sesuai dengan diskresi karena kewenangan
penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan publik yang
mengacu pada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan
dengan dasar-dasar agama yaitu Alquran dan Hadis, walaupun tidak terdapat

dalil yang khusus untuk itu. Sesuai dengan firman Allah QS. Al-Nisa ayat 59.

—n\
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Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya dan
para pemimpin di antara kamu

Menurut Miriam Budiardjo ciri-ciri atau persyaratan negara
kesejahteraan (welfare state) adalah pertama, perlindungan konstitusional
dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus
menentukan juga cara procedural untuk memperolah perlindungan atas hak-
hak yang dijamin itu. Kedua, badan kehakiman yang bebas (independent and
inpertial tribunals). Ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat,
kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan untuk berserikan
atau berorganisasi dan beroposisi. Keenam, pendidikan kewarganegaraan.’
Apabila masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan maka dalam hal
ini bisa mengajukan permohonana menguji legalitas tindakan atau keputusan
diskresi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan konsep negara

kesejahteraan yaitu badan kehakiman yang bebas.

® SF Marbun & Moh. Mahfud, Pokok-Pokok Hukum administrasi Negara. Yogyakarta, Liberty.
2000, hlm. 46



Beberapa kasus yang dapat dirangkum mengenai diskresi Pejabat Publik,

yaitu:

1. Padatahun 2016 masyarakat dihebohkan dengan pemberhentian Menteri
ESDM Archandra Tahar yang diduga memiliki dua paspor
kewarganegaraan, Amerika Serikat dan Indonesia. Akhirnya pada bulan
Agustus 2018, Archandra Tahar resmi diberhentikan. Begitu juga
dengan status kewarganegaraan Indonesianya hilang. Akibat lemahnya
Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,
hilangnya status WNI Archandra setelah menjadi warga negara asing.
Selanjutnya  Direktur  Jenderal —Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham melakukan diskresi.!”

2. Selanjutnya, Ganjar Pranowo yang menajabat sebagai Gubernur Jawa
Tengah menggunakan hak diskresinya untuk memberikan izin
lingkungan  kegiatan penambangan dan pembangunan PT Semen
Indonesia di Kabupaten Rembang. Diskresi ini dilakukan terkait tidak
adanya kepastian hukum pasca putusan PK (peninjauan kembali)

Mahkamah Agung.'!

Dalam poin pertama diskresi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum Kemenhumkam yaitu agar status Archandra

""Dimas Jarot Bayu, "UU Lemah Jadi Alasan Kemkunham Gunakan Diskresi Untuk Status WNI
Archandra”, dalam
https://nasional.kompas.com/read/2016/09/14/19514491/uu.lemah.jadi.alasan.kemenkumham.gun

akan.diskresi.untuk.status.wni.arcandra.html, diakses pada 01 Juli 2018

"' Yandi Mohammad, “Alasan Gubernur Ganjar Terbitkan Izin Baru Semen Rembang”, dalam
https://beritagar.id/artikel/berita/alasan-gubernur-ganjar-terbitkan-izin-baru-semen-rembang.html,
diakses pada 01 Juli 2018.


https://nasional.kompas.com/read/2016/09/14/19514491/uu.lemah.jadi.alasan.kemenkumham.gunakan.diskresi.untuk.status.wni.arcandra.html
https://nasional.kompas.com/read/2016/09/14/19514491/uu.lemah.jadi.alasan.kemenkumham.gunakan.diskresi.untuk.status.wni.arcandra.html
https://beritagar.id/artikel/berita/alasan-gubernur-ganjar-terbitkan-izin-baru-semen-rembang.html

bisa kembali menjadi WNI, sebab apabila mengacu pada UU tersebut. Maka
Archandra tidak bisa menjadi WNI kembali karena tidak memenuhi syarat
dalam UU Kewarganegaraan. Akibatnya lagi, Archandra tidak mempunyai
kewarganegaraan, padahal dalam UU Kewarganegaraan melarang seorang

tanpa kewarganegaraan.

Berdasarkan wuraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk
membahas mengenai pertanggungjawaban diskresi Pejabat Pemerintahan
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tinjavan Figh Siyasah
pertanggungjawaban diskresi Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dalam skripsi yang berjudul; “Tinjauan Figh Siyasah terhadap
Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan

Pemerintah”.

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui

timbulnya beberapa masalah sebagai berikut:

1. Rawan terjadi penyalahgunaan wewenang jika Pejabat Pemerintah
melakukan diskresi tanpa batasan yang pasti

2. Tidak adanya batasan waktu dalam berlakunya suatu diskresi dilakukan
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3. Belum adanya pemahaman yang sama antara para penyelenggara
pemerintahan mengenai diskresi, ruang lingkup serta persyaratan dalam
melakukan diskresi

4. Belum di atur mengenai pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan
oleh Pejabat Pemerintahan apabila terjadi maladministrasi pada diskresi
di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

5. Tidak ada mekanisme pelaporan sebagai acuan bagi aparatur pemerintah
untuk melaporkan pelaksanaan diskresi yang dilakukan sehingga
membuat Pejabat Pemerintahan seringkali takut apabila melakukan
diskresi

6. Belum diatur secara jelas perbedaan antara diskresi dan korupsi sehingga
selama ini banyak sekali Pejabat Pemerintahan yang melakukan diskresi
dianggap melakukan korupsi.

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan
arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-

masalah yakni:

1. Pertanggungjawaban  diskresi ~ Pejabat ~ Pemerintahan = dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Tinjauvan Figh Siyasah mengenai pertanggungjawaban diskresi Pejabat
Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah untuk kesejahteraan

masyarakat.
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C. Rumusan Masalah

Dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban diskresi Pejabat Pemerintahan dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun
20147

2. Bagaimana tinjauan Figh Siyasah terhadap pertanggungjawaban diskresi
Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menurut

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014?

D. Kajian Pustaka
Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang
sudah pernah dilakukan di seputar masalah diskresi Pejabat Pemerintahan.

Agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi kajian/penelitian.

Kajian/penelitian berikut adalah yang dapat ditemukan oleh penulis sejauh

yang berkenaan dengan masalah-masalah yang akan ditulis.

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Diskresi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan” yang ditulis oleh Falian Belawa Hurint
dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun
2017.

Dalam hasil penerlitian skripsi tersebut mempunya beberapa poin

penting:
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a. Pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan
pemerintahan merupakan sebuah konsekuensi logis dan merupakan
sebuah konsep dari negara hukum materiil, dimana pemerintah
diberikan kewenangan dan kewajiban pertanggungjawaban untuk
menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat. Walaupun
demikian bukan berarti kewenangan diskresi dapat digunakan
sebebasnya tetapi tetap pada batas-batas seperti yang diatur dalam
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentnag Administrasi
Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AAUPB).

b. Pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan
pemerintahan ternyata juga mengalami beberapa kendala yang
menyebabkan penyelenggaraan pemerintah menjadi kurang efisien
dan efektif. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut
memerlukan keterlibatan lembaga negara mulai dari legislative,
yudikatif dan eksekutif.

c. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam memahami esensi dari
wewenang diskresi pemerintah sehingga dapat berjalan efisien dan
efektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Skripsi dengan judul “Analisis Nornatif terhadap Penggunaan Diskresi

oleh Pejabat Pemerintahan dalam Hubungannya dengan Penyalahgunaan

Kewenangan pada Tindak Pidana Korupsi” yang di tulis oleh
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Muhammad Taufiq Akbar dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar pada tahun 2017.

Dalam hasil penelitiannya memperoleh beberapa poin penting yang

dapat disimpulkan yaitu:

a.

Hubungan hukum antara diskresi dan penyalahgunaan kewenangan
adalah penyalahgunaan kewenangan merupakan parameter untuk
membatasi kewenangan diskresi pejabat pemerintahan. Ketika
diskresi digunakan untuk selain kepentingan umum maka itu sudah
dianggap  sebagai = penyalahgunaan  wewenang.  Konsep
penyalahgunaan dalam hukum pidana, sehingga sifat melawan
hukum juga secara tidak langsung menjadi parameter untuk
membatasi diskresi dalam ranah hukum pidana, sementara konsep
penyalahgunaan kewenangan konsep penyalahgunaan kewenangan
bersifat lebih umum untuk membatasi diskresi karena tidak hanya
pada ranah hukum pidana akan tetapi juga digunakan dalam ranah
hukum administrasi negara.

Diskresi tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan
kewenangan yang berimplikasi kepada tindak pidana korupsi
apabila tindakan diskresi Pejabat Pemerintahan tetap berpedoman
kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

yang telah memberikan pengertian, batasan, serta, prosedur
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penggunaan diskresi atau dengan kata lain telah menjadi payung

hukum.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan

sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara

jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan

tersebut adalah:

1.

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban diskresi Pejabat
Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Untuk  mengetahui  tinjauan  Figh  Siyasah  mengenai
pertanggungjawaban  diskresi  Pejabat = Pemerintahan  dalam
penyelenggaran Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30

Tahun 2014.

Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang hendal dicapai dalam penulisan ini, di harapkan

dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1.

Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan

melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah Figh
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Siyasah mengenai pertanggungjawaban diskresi Pejabat Pemerintahan
dalam penyelenggaran Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30

Tahun 2014, sehingga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Dan

Syari'ah serta civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya yang ingin lebih mendalami masalah Diskresi Pejabat
Pemerintahan, serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan
dengan inti permasalahan.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan
tentang Diskresi Pejabat Pemerintahan. Dan sebagai
masukan/sumbangan bagi badan pembuat peraturan perundang-
undangan untuk segera memperjelas pertanggungjawaban diskresi yang
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Sehingga pertanggungjawaban

yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pribadi atau jabatan.

G. Definisi Operasional
Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman
dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul
skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Figh Siyasah
mengenai Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam
Penyelenggaran Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun

20147, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:



16

1. Figh Siyasah adalah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. '?
Dalam hal ini nantinya menggunakan Siyasah Dusturiyah. Siyasah

Dusturiyah adalah bagian Figh Siyvasah yang membahas masalah

perundang-undangan negara serta berfokus pada Siyasah Shariyah."3

2. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan
perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak
lengkap atau tidak jelas, dan/atau stagnasi pemerintahan.'4

3. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi
Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara
negara lainnya. '

4. Pertanggungjawaban Pemerintah adalah kewajiban penataan hukum
(compulsory compliance) dari negara atau pemerintah atau pejabat
pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan
sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial review, yang

diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui

2 Muhammad Iqbal, Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cetakan 2 (Jakarta,
Penerbit Gaya Media Pratama. 2007), 12.

13 Ibid., 153

14 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

15 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
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penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan.'® Atau tanggung gugat
akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, dalam halam ini

adalah Pejabat Pemerintah.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian mengenai “Tinjauan Figh Siyasah terhadap
Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan menurut Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014” adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian normatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya berupa
norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.!’
2.  Sumber Data
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi

mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer

dan bahan-bahan hukum sekunder.!®

16 Winahyu Erwiningsih, “ Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan”.
Jurnal Ilmu Hukum, , No. 2, Vol. 9 (FH UII Jogjakarta, 2006), 191.

171 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justitikasi Teori Hukum
(Jakarta, Prenada Media Group. 2016), 2.

18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta, Prenadamedia Group. 2016), 181.
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Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu berupa dokumen non resmi,

berupa buku teks, tulisan-tulisan hukum ataupun jurnal-jurnal

hukum.!®

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan (/ibrary research). Studi
kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-
bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain
yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan
ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari
dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan
perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi,
makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal

hukum, maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi

1 1bid, 143.
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dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian
penelitian ini.
4. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi yang di tulis ini, penulis menggunakan penelitian
deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah penelitian deskriptif
adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat dengan tujuan
untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis
faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar

fenomena yang diselidiki.*

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi
ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan
mencoba untuk menguraikan isi pembahasannya. Adapun Sistematika
Pembahasan pada Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan pembahasan
sebagai berikut:

Bab Pertama, Uraian Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang
berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya.
Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa
penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab pertama ini pada dasarnya
memuat sistematika pembahasan yang meliputi, Latar Belakang Masalah,

Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan

20 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta, Bumi Aksara. 2007), 14.
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Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Metodologi Penelitian, dan
Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, menyajikan Tinjauan Umum Siyasah Dusturiyah dalam Figh
Siyasah.

Bab ketiga, memuat Tinjaun Umum Mengenai Pertanggungjawaban
Diskresi Pejabat Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.
Dalam bab ini menjelaskan mengenai definisi diskresi, sumber-sumber
wewenang lahirnya diskresi, jenis-jenis diskresi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, batas-batas penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, dan pengaturan diskresi dalam undang-undang.

Bab keempat, bab ini membahas mengenai Analisis Figh Siyasah
mengenai Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi
kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan
penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan
singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta

saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.



BABII

TINJAUAN UMUM SIYASAH DUSTURIYAHDALAM FIQH SIYASAH

A. Pengertian Figh Siyasah dan Ruang Lingkupnya
Istilah figh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang
terdiri dari dua kata, yakni Figh dan Siyasah. Secara etimologis, figh
merupakan bentuk masdar (gerund) dari tasrif fagiha-yaqtfahu-fighan yang
berarti mengerti atau faham.' Sedangkan secara terminologis, figh lebih

popular didefinisikan sebagai berikut:

ihadd) Ledsl oAbzl dlaall e 2l sSSYL (L

[lmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah,
yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).?

Yang dimaksud dengan dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan di
atas, bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan di dalamnya
rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah
satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan mukallah yang
dibahas dalam ilmu figh itu masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya
dalilnya tidak bersifat rinci, atau bahkan malah bersifat mujmal atau masih

bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.?

! Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1989), 321.
2 Imam Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh (Kairo: Dar al-Fikr, 1957), 5.

3 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam
(Jakarta: Erlangga, 2008), 2.
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Secara etimologis, kata siyasah merupakan bentuk masdar dari sasa,
yasusu yang artinya “memelihara, mengajar, mengatur, dan memerintah”.*
Dalam pengertian lain, kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai “politik dan
penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata sasa memiliki kata sinonim dengan
kata dabbara yang berarti mengatur, memimpin (fo lead), memerintah (fo
govern), dan kebujakan pemerintah (policy of government).?

Pengertian figh siyasah secara istilah adalah suatu konsep yang berguna
untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang
bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Ruang lingkup figh siyasah dapat dikelompokkan mejadi tiga bagian
pokok, yaitu:

1. Politik perundang-undangan atau siyasah dusturiyyah. Bagian ini

meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri7yyah oleh

lembaga legislatif, peradilan atau gadlaiyyah oleh lemabaga yudikatif,
dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau
eksekutif.

2. Politik luar negeri atau siyvasah dauliyah/siyasah kharijiyyah. Bagian ini
mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim
dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga

ada politik masalah peperangan atau siyasah harbiyyah, yang mengatur

4 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1989), 183.
5 Ensiklopedia Tematis Dunia Islam

¢ Muhammad Igbal, Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cetakan 2 (Jakarta:
Penerbit Gaya Media Pratama. 2007), 13.
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etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang,
tawanan perang, dan genjatan senjata.’

3. Poltik keuangan dan moneter atau siyasah maliyyah, yang antara lain
membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan
belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik,

pajak dan perbankan.®

B. Definisi Figh Dusturiyyah dan Ruang Lingkupnya
Dalam istilah figh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi
iy e Laale 38 W83 wf o Sl e dogdlh ¢ el
«13Le3
Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun

seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya

dan adat-adatnya.’

Abul A'la al-Maududi menafsirkan dustur dengan:
Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi
landasan pengaturan suatu negara.

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama

dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar

7 Ibid., 14.
8 Ibid., 14.
9 Ibid., 15.
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dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut

tidaklah mustahil berasal dari kata dusturtersebut diatas.!?

Bila dipahami penggunaan istilah figh dusturi, untuk nama satu ilmu
yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di
dalam unsur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan
kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu
negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan lainnya yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Siyasah durturiyyah adalah bagian figh siyasah yang membahas

masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin

dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari‘at yang disebutkan di

dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah,

ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.
Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar
adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan
persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan
stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan

dibuatnya  peraturan = perundang-undangan  untuk  merealisasikan

10 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.
(Jakarta: Kencana. 2003), 53.
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kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang

merupakan prinsip figh siyasah akan tercapai.'!

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari
figh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang
lebih spresifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang
berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-
hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Secara keseluruhan

persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-

dalil khulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqgasid al-Shari’ah,

dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur situasi dan kondisi, termasuk

di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Sumber figh dusturi tentu pertama-tama adalah al-Qur’an al-Karim yaitu

ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip  kehidupan
kemasyarakatan, dalil-dali khulliy dan semangat ajaran al-Qur'an. Kemudian
hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum

di negeri Arab.!?

"' Imam Amrusi Jailani dkk, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Pres.
2013), 23.

12 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.
(Jakarta: Kencana. 2003), 53.
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Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal
yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat

kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah:

2y 2155 s Yig 1y il i S 58

Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan

niat

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam
mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di
dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing,
tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-

besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai pula dengan prinsip:

wlialy b g e o)

Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah figh
dusturi, hasil ijtihad ulama ini sangat membantu dalam memahami semangat
figh dusturi dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat
misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. A/-Magashid al-
Sittah (enam prinsip tujuan hukum Islam), yaitu Aifdh al-din (memelihara

agama), hitdh al-nafs (memelihara jiwa), hifdh al-agl (memelihara akal),
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hitdh al-mal (memelihara harta), Aifdh al-nasl (memelihara keturunan), dan

hitdh al-ummah (memelihara umat).

Terakhir sumber dari figh dusturi adalah adat dan kebiasaan suatu
bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip alquran dan Hadis,
ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering
diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu
diangkat menajdi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-
persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus

diperhatikan, karena kaidah: al-adah a-mahkamah bukan tanpa syarat, tapi

al-"adah al-shahihah.”’

C. Prinsip-prinsip Negara Hukum Dalam Figh Siyasah Dusturiyyah

Dalam membahas mengenai figh dusturiyyah, agar negara bisa sejalan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan syari'at.

Maka tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai prinsip-prinsip negara

hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip ini

begitu erat kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Prinsip-

prinsip negara hukum tersebut sebagai berikut:

13 1bid., 53-54.
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1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah
Perkataan amanah yang terdapat Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) mempunyai arti sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada
orang lain.'* Dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia
atau nikmat Allah. Artinya, amanah merupakan rahmat dan kebahagiaan
baik bagi yang menerima kekuasaan maupun bagi rakyatnya. Kata

amanah juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58:
1382 of L0 i V.&, \;\) L@uf T <87 1,38 of

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.

Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu
implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk
melakukan suatu abuse atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang.
Apapun bentuk penyelahgunaan terhadap kekuasaan itu dalam

nomokrasi Islam tidak dapat dibenarkan.!3
2. Prinsip Musyawarah

Umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan sesuatu

masalah dalam kenegaraan. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada

!4 https://kbbi.web.id/amanah-2, diakses pada 05 Juli 2018

15 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari
segi hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta:
Bulan Bintang. 1992), 80.
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setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan
kekuasaannya itu. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah
adalah suatu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib
dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah
lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.
Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan
umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang
sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan

pikiran mereka yang wajib didengar oleh pemegang kekuasaan.'6
3. Prinsip Keadilan

Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan nomokrasi Islam, maka ia
harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi itu
mencakup tiga kewajiban dari segi fungsi pokok bagi penyelenggara

negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu:

a. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan
bijaksana

b. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya

c. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhaan

Allah.!

16 Tbid., 83.
17 Ibid., 87.
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4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam mengandung aspek yang luas. Ia
mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu
meliputin bidang hukum, politik, ekonomi, social dan lain-lain.
Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan tanpa memandang
kedudukannya, apakah ia dari kalangan biasa atau dari kelompok elit.
Hal ini berarti bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban dan
hak-hak yang sama. Termasuk dalam persamaan untuk memangku
jabatan-jabatan umum.'®

5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia

Dalam QS. Al-Isra ayat 70 menjelaskan mengenai perlindungan

hak-hak asasi manusia.
N P AT DRV S SRS PZ SRR S ST O RPN e

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan
yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Pada ayat tersebut menjelaskan prinsip pengakuan dan perlindungan
hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah
kepadanya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut

dalam nomokrasi Islam diterapkan pada tiga hal pokok yaitu: !

18 Ibid., 92.
¥ Ibid., 95.
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a. Persamaan manusia
b. Martabat manusia
c. Kebebasan manusia

Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip ini bukan hanyas sekedar ciri bagi suatu negara hukum,
tetapi ia juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi
setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya

prinsip keadilan dan persamaan hukum.

Prinsip Perdamaian

Salah satu prinsip yang harus ditegakkan dalam negara hukum
adalah prinsip perdamaian. Menjalin hubungan perdamaian dengan
negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian.

QS. Al-Baqarah ayat 208 menjelaskan mengenai perdamaian.

By ghitfl ofht 1A% Vg OlE Lol o LT L 07 G

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam pemerintahan Islam bertujuan unutk
mewujudkan keadlian sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota

masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara

masyarakat. Prinsip ini terkandung dalam QS. Saba’ ayat 15:
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A7 %z nall
588 03 b sl

(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan
Yang Maha Pengampun.

Pengertian keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan
bukan hanya pemenuhan kebutuhan materiil atau kebendaan saja, akan
tetapi mencakuo pula pemenuhan kebutuhan spritual dari seluruh rakyat.
Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan
menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak
mampu.?’

9. Prinsip Ketaatan Rakyat

Prinisp ketaatan dapat diartikan bahwa penguasa atau pemerintah,
kecuali memiliki hak ketaatan rakyat terjadapnya, ia atau mereka
berkewajiban  pula memperhatikan kepentingan-kepentingan-
kepentingan rakyat banyak. Penguasa atau pemerintah dalam
menjalankan kekuasaannya tidak boleh mengabaikan atau melalaikan
kepentingan-kepentingan umum. Penguasa atau pemerintah wajib
mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi atau
kepentingan sendiri. Dengan demikian ketaatan rakyat terhadap

penguasa atau pemerintah mengandung suatu asa timbal balik.?!

2 Tbid., 107.
2 Ibid., 111.
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D. Teori Maslahah Dalam Figh Siyasah Dusturiyyah

Figh dusturiyyah termasuk dalam bagian figh siyasah yang membahas
mengenai masalah prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan,
aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian
kekuasaan. Begitu juga dalam memutuskan suatu kebijakan yang belum
diatur oleh perundang-undangan dan Pejabat Pemerintahan dalam waktu
yang sama harus segera memutuskan kebijakan tersebut agar kemaslahatan
rakyat tetap terjaga. Sehingga suatu hukum tersebut diciptakan untuk
mewujudkan kebahagiaan individu maupun kolektif, memelihara aturan serta
menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikan
kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban
yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi seluruh dunia.??

Terdapat beberapa kaidah figh yang berkaitan mengenai figh

dusturiyyah. Kaidah-kaidah tersebut ialah:

Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat

Kaidah tersebut bersumber pada perkataa Imam Syafii bahwa

kedudukan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya sama halnya dengan

22 Ghofar Shidiqi, Teori Magashid Al-Syariih dalam Hukum Islam, Sultan Agung, No. 118 Vol.
XLIV (Juni-Agustus, 2009), 121.
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kedudukan wali terhadap anak yatim. Kemudian setelah ditelusuri lebih jauh

ternyata ungkapan itu berasal dari qaul Umar bin Khattab yang berbunyi:>3

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan
wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan maka aku kembalikan, dan

ketika aku tidak membutuhkan niscaya aku menjauhinya”.

1. Pengertian Mas/ahah

Penggunaan kaidah di atas erat hubungannya dengan teori Maslahah .
Secara terminologi, Imam Ghazali menjelaskan definisi Mas/ahah . Beliau

mengemukakan bahwa pada prinsipnya Maslahah  adalah mengambil

manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan shara’

Imam Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan

tujuan shara, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena

kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara’,

tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu dalam

menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan shara’, bukan

kehendak dan tujuan manusia.

2 Muchlis Uman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fighiyah: Pedoman Dasar dalam Instinbath
Hukum Islam (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa. 2002), 150.
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Tujuan shara’yang harus dipelihara tersebut, lebih lanjut Imam Ghazali,

ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk

memelihara kelima aspek tujuan shara’diatas, maka dinamakan maslahah. Di

samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang

berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut, juga dinamakan

maslahah ** Hal ini sesuai dengan kaidah fighiyah:

Pkl Llag LGl 455

Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan

2. Sejarah Penggunaan Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah termasuk metode ijtihad hukum. Ahli ushul/

figh sepakat menetapkan bahwa ayat-ayat atau hadith-hadith yang tidak

diketahui lepastiannya (gath7) berasal dari Allah atau Nabi saw., yaitu Al-

Quréan dan hadith mutawatir yang diriwayatkan sekelompok orang mustahil
melakukakan kebohongan tidak menjadi lapangan ijithad dari keberadaannya.
Pengunaan maslahah mursalah tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang

sudah tegas hukumnya seperti, kewajiban sholat lima waktu, puasa, zakat,

24 Nasrun Haroen, Ushul Figh 1 (Jakarta: Logos Publishing House. 1996), 114.
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haji, larangan berzina, membunuh, dan kadar pembagian harta warisan yang

telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah.?’

Pada masa Nabi Muhammad, Abu Bakar Shiddiq melalui pendekatan

maslahah mursalah menghimpun lembaran-lembaran bertuliskan ayat-ayat

Al-Qur'an yan berserakan menjadi satu mushaf. Semula Abu Bakar ragu

menggunakan pendekatan ini, tetapi atas saran dan desakan Umar bahwa
penghimpunan Al-Qur’an ke dalam satu mushaf akan banyak mendatangkan

kemaslahatan kepada umat Islam, maka Abu Bakar ini semata-mata

didasarkan maslahah mursalah.*®

Dalam pemilihan pemimpin, Abu Bakar juga memegang prinsip
maslahah mursalah untuk mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah
kedua setelah wafatnya. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw.
Keputusan ini diambil Abu Bakar untuk menghindarkan perpecahan di

kalangan umat Islam karena pemilihan khalifah pengganti sesudahnya.?’

Berdasarkan pertimbangan maslahah mursalah pula Umar bin Khattab

membuat  undang-undang  perpajakan, mengkodifikasi  buku-buku,

membangun kota-kota, membuat penjara dan hukuman faZzir dengan

berbagai macam sanksi. Melalui prinsip maslahah mursalah ini pula Umar

% Firdaus, Ushul Figh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 76.

26 Tbid., 94.

77 Ibid., 94.



37

tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri yang mencuri
untuk mempertahankan hidupnya pada musim paceklik. Umar pula
menetapkan sanksi bagi peminum khamar sebanyak 80 kali jilid. Padahal
pada masa Nabi saw dan Abu Bakar sanksi bagi peminum khamr adalah

sebanyak 40 jilid dengan dua pelepah tamar.?®
3. Tingkatan Maslahah

Para ahli wshul figh mengemukakan beberapa bagian mas/ahah jika
dilihat dari beberapa segi. Para ahli ushul figh membaginya kepada tiga

macam, yaitu:

a.  Maslahah al-Dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan
kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan
seperti ini ada lima yang disebut dengan al-mashalih khamsah. Al-
mashalih khamsah tersebut ialah memelihara agama, memelihara jiwa,
memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.?’

b. Maslahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang
berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara
kebutuhan mendasar manusia.

C. Maslahah al-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap

berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.3°

28 Ibid,. 94
2 Nasrun Haroen, Ushul Figh 1 (Jakarta: Logos Publishing House. 1996), 115.
3 Tbid., 115.
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Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi
pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam
kehidupan, tidaklah sampai manimbulkan kegoncangan dan kerusakan
terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahatan

ini tetap penting dan dibutuhkan manusia.?!

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang Muslim
dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.
Kemaslahatan dharuriyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan
hajiyyah dan kemaslahatan hajiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan

tahsiniyyah.

Dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama ushul figh

membaginya kepada:

a. Maslahah al-’Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut

kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk
kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas
umat atau kebanyakan umat.

b. Maslahah al-Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat
jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan

hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

3! Firdaus, Ushul Figh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 83.
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Pentingnya pembagian kedua maslahat ini berkaitan dengan prioritas
mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum
bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua

kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada pribadi.
4. Syarat Berhujjah dengan Maslahah Mursalah

Ulama yang menerima maslahah mursalah  sebagai dalil untuk

mendapatkan hukum menetapkan sejumlah syarat.3? Syarat tersebut yaitu:

a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada
praduga semata. Tegasnya, maslahat itu dapat diterima secara logika
keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariatan suatu hukum dalam Islam
bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan
kemudharatan. Hal ini tidak akan terwujud apabila penetapan hukum
didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga (wahmiah).

b. Kemaslahatan itu sejalan dengan maqasidhush shariah dan tidak

bertentangan dengan nash atau dalil-dalil gath7 Dengan kata lain,

kemaslahatan yang telah ditetapkan Syari'.

c. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan
kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini
mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh

sebab itu, penetapan hukum atas dasar maslahat bagi kalangan tertentu,

32 1bid., 92.
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seperti penguasa, pemimpin dan keluarganya tidak sah dan tidak boleh
karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku
bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi semua

manusia.

5. Pertanggungjawaban Maslahah dalam Figh Siyasah Dusturiyyah

Dalam kajian figh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut
juga dengan al-sulthah al-tasyriiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam
dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan serta
dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah

diturunkan Allah SWT dalam shari ‘at Islam:33

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang
akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
b. Masyarakat [slam yang akan melaksanakannya;

c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai

dasar shari at Islam.

Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan

penelaran kreatif (ij¢ihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara

33 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Konteksualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 161.
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tegas tidak dijelakan oleh nash. Disinilah perlunya al-sulthah al-tasyri‘iyah

tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa.’*

Tetapi jika dalam pelaksanaan pemberlakuan suatu hukum tersebut

suatu penyelewengan atau tidak sesuai serta memberatkan rakyat. Maka a/-

sulthah al-tasyri‘iyah bertanggung jawab kepada rakyat, karena rakyat turut

memegang andil penting dalam proses pembuatan hukum. Rakyat dapat
mengajukan keberatan apabila lembaga legislatif ini tidak sejalan dengan
prinsip Islam dan aspirasi mereka. 3

Oleh sebab itu, dalam figh siyasah terdapat peradilan yang disebut
dengan wilayah al-mazalim. Wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan
yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya
terhadap hak-hak rakyat. Wilayah al-mazalim didirikan dengan tujuan untuk
memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan
keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh
mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga
negara. 3¢

Yang dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi
adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai
pejabat paling rendah. Dan Muhammad Igbal mendefiniskan wilayah al-

mazalim adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan

34 1bid., 163.

35 1bid., 174.

3¢ Imam Amrusi Jailani dkk, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Pres.
2013), 33.



42

penyelewengan pejabat negara dalam menyelasaikan tugasnya, seperti
pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan
atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM.
Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan
para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya,

tetap dianggap sebagai tindak kezaliman.?’

37 1bid., 33.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI
PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30
TAHUN 2014

A. Pengertian Diskresi

Dalam kajian teori fungsi negara terdapat teori yang mengemukakan
bahwa negara adalah alat segolongan (sekelompok)orang. Salah seorang
eksponen yang mengemukakan pandangan tentang negara sebagai alat
suatu golongan adalah Karl Marx. Karl Marx mengemukakan pandangan
golongan bahwa negara adalah alat golongan borjuis kapitalis untuk
menguasai hukum material, yaitu negara (penguasa) bertugas memberikan
pelayanan terhadap masyarakat, yang berbeda dengan pandangan yang
dikemukakan Karl Marx di atas, dapat dianggap sebagai suatu revolusi

pemikiran di bidang fungsi negara (penguasa).

Sesuai dengan perkembangan (revolusi) pemikiran tentang fungsi
negara (pemerintah) yang dikemukakan di atas, dalam konteks
penyelenggaraan tugas public service atau pelayanan masyarakat,
kedudukan pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public servant) lebih
didahulukan daripada sebagai penguasa. Posisi pemerintah sebagai

pelayan masyarakat dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap

43
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segenap sikap dan tindakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan

negara dan pemerintah.!

Situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang cepat menimbulkan
masalah sendiri bagi pemerintah. Sehingga pemerintah tidak mungkin
berpedoman hanya pada asas legalitas yang bersifat kaku yang selama ini
merupakan pedoman bagi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan.? Jika pemerintah hendak menyelenggarakan tugas public
service atau pelayanan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan
umum sebagai tujuan ide negara hukum material, kebuntuan yang
dikemukakan di atas harus diterobos. Dengan kata lain, pemerintah
diberikan kebebasan kepada pemerintah untuk bertindak atas inisiatif
sendiri.’ Kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri yang diberikan kepada
pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan menunjukkan suatu proses

perubahan pola pikir mengenai tujuan negara hukum.

Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan
kewenangan bebas (vrije bevoegdheid) dari pemerintah yang sering
disebut dengan istilah freis ermessen. Karena itu sebelum menjelaskan
peraturan kebijakan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai freis

ermessen ini.

! Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum. Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (Jakarta, Penerbit Erlangga. 2010), 64.

2 1bid., 66.

3 Ibid., 67.
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Secara bahasa freis ermessen berasal dari kata frei artinya bebas,
lepas, tidak terikat, dan merdeka. Freis artinya orang yang
mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan
dalam bidang pemerintahan, sehingga freis ermessen (diskresionare
power) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang
bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk

melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

B. Sumber-sumber Lahirnya Wewenang dalam Diskresi

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai diskresi, maka terlebih
dahulu penulis akan menjabarkan mengenai sumber-sumber lahirnya
wewenang dalam melakukan diskresi.

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas
(legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur),
maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan
berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang
bagi pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik,
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut
diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.*

Menurut Philipus M. Hadjon suatu atribusi menunjuk kepada
kewenangan yang asli atas dasar ketentuang hukum tata negara. atribusi

merupakan wewenang untuk membuat keputusan (belsuit) yang langsung

4 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), 101.
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bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain

mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang adalah

organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Indroharto lebih lanjut dijelaskan bahwa legislator yang

kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu

dibedakan antara:®

a. Original legislator. Di Indonesia tingkat pusat adalah MPR sebagai
pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama dengan pemerintah
sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah
adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan
Daerah.

b.  Delegated legisiator. Seperti presiden yang berdasar pada suatu
ketentuan undang-undang mengeluarkan perturan pemerintah di
mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada badan

atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Selanjutnya delegasi merupakan pelimpahan wewenang kepada
pemerintahan yang lain. Yang memberi/melimpahkan wewenang disebut
delegans dan yang menerima disebut delegataris. Jadi, suatu delegasi

selalu didahului oleh adanya suati atribusi wewenang.¢

Menurut Philipus M. Hadjon dalam hal pelimpahan wewenang

pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

5 Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Kencana.
2014), 13-14.
6 Ibid., 14.
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a. Delegasi harus definitf dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat
lagi menggunakan sendiri wewenang yang tellah dilimpahkan itu;

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu
dalam peraturan perundang-undangan;

c. Delegasi tidak kepada bawahan. Artinya dalam hubungan hierarki
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans
berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang
tersebut;

e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan

instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa cara memperoleh wewenang secara atribusi itu bersifat asli yang
berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ
pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal
tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam
hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau
memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern
dan ekstern pelaksnaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada

pada penerima wewenang (atributaris). Pada delegasi tidak ada
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penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari

pejabat yang satu kepada pejabat lainnya.’

C. Jenis-jenis Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Munculnya diskresi adalah sebagai pelengkap dari asas legalitas,
yaitu hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan
administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Tetapi
tidak mungkin undang-undang menjangkau dan mampu mengikuti
perkembangan masyarakat. Sebab bila terjadi kekosongan hukum, maka
konsep negara welafare estate atau negara kesejahteraan menjadi tidak
sesuai. Dalam hukum administrasi negara menyebutkan bahwa terdapat

dua macam diskresi.

Pertama, diskresi terikat. Dalam diskresi terikat, ruang pertimbangan
yang diberikan kepada pemerintah dibatasi oleh undang-undang sehingga
ruang pertimbangan tersebut terbatas. Undang-undang menetapkan
patokan yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pemerintahan negara dalam
menjalankan kewenangan. Dengan kata lain, Pejabat Pemerintahan yang
bertugas menjalankan perintah undang-undang harus berpedoman kepada
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti dalam
contoh pelanggaran izin usaha industry. Jika Pejabat Pemerintahan ingin

menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran, tindakan

" Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), 105.
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Pejabat Pemerintahan tersebut tidak boleh menyimpang dari ketentuan
yang ditetapkan undang-undang. Misalnya dalam hal sanksi yang

dijatuhkan terdapat 3 macam:

1. Menegur sekaligus memerintahkan pelaku pelanggaran untuk
memperbaiki kerusakan yang timbul akibat pelanggarannya

2. Memerintahkan pemberhentian sementara atas proses usaha
industrinya

3. Mecabut izin usaha industrinya.

Dalam hal ini, Pejabat Pemerintahan negara memiliki kebebasan

untuk memilih dan menetapkan salah satu saja.’

Kedua, yaitu diskresi bebas. Dalam diskresi bebas undang-undang
memberikan kewenang luas kepada Pejabat Pemerintahan dalam
melakukan insiatif dalam menyelenggarakan pemerintahan. Keleluasan
yang diberikan karena undang-undang tidak memberikan kriteria yang

harus diperhatikan oleh Pejabat Pemerintahan.

D. Batas-batas Penggunaan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah atau pejabat

administrasi negara sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya

8 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2010), 81.
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mengandung arti sebagai pelonggaran atas pembatasan kekuasaan
pemerintah. Kekuasaan pemerintah di negara hukum formal dibatasi
sedemikian rupa dengan undang-undang demi kepastian hukum, namun
pembatasan kekuasaan itu dilonggarkan di negara hukum kesejahteraan

karena pemerintah diberi kekuasaan bertindak atas inisiatif sendiri.’

Meskipun diskresi merupakan kekuasaan yang bebas, menggunakan
diskresi bukan tanpa batas. J.B.J.M ten Berge berpendapat wewenang
bebas diskresi oleh isi ketentuan undang-undang yang menjadi dasar
wewenang diskresi tersebut dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AUPB), dan juga tidak boleh menyimpang dari peraturan kebijakan
yang berlaku atau perjanjian perdata. Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan telah membatasi penggunaan diskresi. Kekuasaan diskresi
dibatasi dengan 3 (tiga) hal. Pertama, harus dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan yang berwenang. Kedua, harus dilakukan sesuai dengan
tujuan dan ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang. Ketiga,
harus dilakukan sesuai dengan prosedur teknis administrative
sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan. Selain itu, penggunaan diskresi terikat pada asas-asas

penyelenggaraan pemerintahan yaitu, asas legalitas dan perlindungan

? Ibid., 83.
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terhadap hak asasi manusia serta asas-asas umum pemerintahan yang

baik.10

Agar diskresi tidak disalahgunakan, Paulus Effendi Lotulung
menyatakan bahwa rambu-rambu yang ditetapkan undang-undang dan
prinsip-prinsip pemeintahan yang baiki harus diperhatikan. Hal ini
didasari atas 2 (dua) hal vyaitu perfama, diskresi mengandung
penyalahgunaan wewenang dan kedua, diskresi mengandung arbitrenis.
Diskresi dikategorikan penyalahgunaan wewenang bila, pertama terjadi
penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan, kedua menjadi
penggunaan tujuan yang tidak sesuai dengan maksud wewenang itu
diberikan dan ketiga penggunaan prosedur yang salah. Sedangkan terkait
arbitrenis, diskresi dinilai melanggar prinsip pemerintahan yang baik,
misalnya asas proposionalitas. Dengan demikian, jika batasan-batasan
diskresi ini dilanggar, maka dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan

wewenang dan/atau pelanggaran hukum.'!

1 Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara. Kajian Diskresi Dalam
Penyelenggalan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Jakarta: PKSHAN-LAN. 2016), 26.

" 1bid., 27.
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E. Pengaturan Diskresi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan
kompilasi dan transformasi asas, nilai dan konsep administrasi
pemerintahan yang dalam prakteknya telah dilaksanakan selama
berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang
kemudian menjadi instrument standardisasi administrasi negara, dan
kodifikasi (pengaturan) undang-undang tunggal sebagai paying yang
memberi pedoman di semua sector pemerintah dan juga dapat dikatakan
sebagai hukum materiil dari system Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya
untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola piker, sikap, perilaku,
budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, dan professional
dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.!?

1. Pengaturan Diskresi

Salah satu materi yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan adalah mengenai diskresi. Dalam Pasal 1 Angka 9
menyebutkan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk
mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan

12 Ibid., 35.
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pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya

stagnansi pemerintahan.

Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan
dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Hak yang dimaksud
antara lain adalah menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya. Namun
dalam haknya menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya tersebut,
pejabat pemerintahan berkewajiban untuk mematuhi Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan ini. Di sisi lain, Pejabat Pemerintahan
berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kebijakan
pemerintahan, dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).
Pejabat Pemerintahan juga memiliki kewajiban. Salah satunya kewajiban
pejabat pemerintahan, salah satunya memenuhi Undang-Undang ini

dalam menggunakan diskresi.'?

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 pada Pasal 22 ayat (1)
menjelaskan bahwa Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan yang berwenang. Pejabat Pemerintahan ini adalah sebagai

berikut: !4

a. Presiden;
b. Para Menteri atau Pejabat setingkat Menteri;

c. Panglima TNI dan Kepaa Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara;

13 Ibid,. 36
14 Peraturan Pemerintah tentang Diskresi Pejabat Administrasi Pemerintahan
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d. Kepala Kepolisian Negara;

e. Gubernur;

f.  Bupati dan Walikota;

g. Pejabat Eselon I di Pemerintahan Pusat dan Provinsi;
h. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

i. Pimpinan Badan.

Sesuai dengan konsep ajaran welfare state atau negara kesejahteraan
pelaksanaan diskresi mempunyai tujuan yang terdapat dalam 22 ayat 2,

yaitu:!'?

a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Mengisi kekosongan hukum;

c. Memberikan kepastian hukum;

d. Mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna

kemanfaatan dan kepentingan umum. !¢

Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan stagnansi
pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan
sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.
Karena pada hakikatnya suatu perundang-undangan adalah hasil dari

produk lembaga legislatif, tetapi karena terdapat suatu hal yang

15 Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
16 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
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mengharuskan dikeluarkannya suatu diskresi, dalam hal ini lembaga

eksekutif yang mengeluarkannya.

Pada Pasal 23 menyebutkan tentang Lingkup Diskresi, sebagai

berikut.!”

a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan

Keputusan dan/atau Tindakan.

Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan tentang pilihan
Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dicirikan dengan
kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan berhak, seharusnya,
diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud pilihan
Keputusan dan/atau Tindakan adalah respon atau sikap Pejabat
Pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan
Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan

perundang-undangan tidak mengatur.

Penjelasan dalam pasal ini mengenai peraturan perundang-

undangan tidak mengatur adalah ketiadaan atau kekosongan hukum

17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
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yang mengatur penyelengaraan pemerintahan dalam suatu kondisi

tertentu atau di luar kelaziman

c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan

perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas.

Selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan tidak
lengkap atau tidak jelas apabila dalam peraturan perundang-undangan
masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpeng
tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang

membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat.

d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnansi

pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Penjelasan mengenai kepentingan yang lebih luas adalah
kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,
penyelematan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain;
bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan

dan kesatuan negara.

Selanjutnya dalam melakukan diskresi perlu diperhatikan beberapa
syarat yang harus dipenuhi Pejabat Pemerintahan terlebih dahulu.

Persyaratan Diskresi di atur dalam Pasal 24, yakni:!®

¥pasal 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan
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a. Sesuai dengan tujuan tujuan Diskresi sebagaimana dalam Pasal 22
ayat (2).

b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sesuai dengan AUPB.

d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif.

Yang dimaksud dengan alasan-alasan objektif adalah alasan-alasan
yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi factual, tidak memihak, dan

rasional serta berdasarkan AUPB.

e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan

f. Dilakukan dengan iktikad baik.

Maksud dari iktikad baik dalam ayat ini yaitu terkait keputusan

dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan.

2. Prosedur Diskresi

Tata cara atau prosedur penggunaan diskresi juga menjadi acuan
penting. Karena dalam pengambilan suatu diskresi diperlukan ketelitian
Pejabat Pemerintahan dalam pelaksanaannya. Apabila suatu prosedur
tersebut tidak dilakukan secara tepat, maka terdapat konsekuensinya.
Dalam Pasal 25 menyebutkan tentang prosedur terkait tindakan diskresi

sebagai berikut.!”

19 Pasal 25 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
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Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi wajib
memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan diskresi terlebih dahulu memperoleh
persetujuan dari Atasan Pejabat adalah memperoleh persetujuan dari
atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan dan/atau

melakukan keputusan dan/atau tindakan.

1) Bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
mengajukan persetujuan kepada kepala daerah.

2) Bagi bupati/walikota mengajukan persetujuan kepada gubernur.

3) Bagi gubernur mengajukan persetujuan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

4) Bagi pimpinan unit kerja pada kementerian/lembaga mengajukan
persetujuan kepeda menteri/pimpinan lembaga.

5) Sistem pengalokasian anggaran sebagai dampak dari persetujuan
diskresi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan

Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf ¢

serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani

keuangan negara.
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Pengertian akibat hukum disini adalah suatu keadaan yang timbul

sebagai akibat ditetapkannya diskresi.

c. Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat,
keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat
Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum
penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah

penggunaan Diskresi.

Pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrument untuk
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta sebagai bagian dari

akuntabilitas pejabat.

d.  Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi sebagaimana pada ayat
(3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 23 huruf d yang berpotensi menimbulkan keresahan
masyarakat.

e. Pelaporan setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang terjadi dalam keadaan darurat,

keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam.

Penjelasan mengenai keadaan mendesak adalah suatu kondisi objektif
dimana dibutuhkan dengan segera penetapan dan/atau pelaksanaan

keputusan dan/atau tindakan oleh Pejabat Pemerintahan untuk menangani
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kondisi yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau menghentikan

penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan yang dimaksud persoalan-persoalan penting mendesak,

sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:’

a. Persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan
umum yang mendesak, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan
masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak/bersama, serta
kepentingan pembangunan.

b. Munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba, berada diluar rencana
yang telah ditentukan.

c. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, perturan perundang-
undangan belum jelas mengaturnya atau hanya mengatur secara
umum sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk
menyelesaikan atas inisiatif sendiri.

d. Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang
normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang
normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna.

e. Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan
menimbulkan kerugian.

Kemudian pada pasal 26 menyebutkan mengenai:

20 SF Marbun & Moh. Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Liberty.
2000), 17.



61

(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimakasud
dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud,
tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan.

(2) Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara
tertulis kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan
diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk
perbaikan, atau penolakan.

(4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayati (3)
melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan

alasan penolakan secara tertulis.

Di dalam undang-undang yang sama pada pasal 27 menyebutkan

mengenai.

(1) Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan,
substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah
pembebanan keuangan negara.

(2) Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau

tertulis kepada Atasan Pejabat.
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(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan diskresi.

Selanjutnya pada pasal 28 menguraikan bahwa:

(1) Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) wajib menguraikan maksud, tujuan,
substansi, dan dampak yang ditimbulkan.

(2) Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada
Atasan Pejabat setelah penggunaan diskresi,

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan diskresi.

Pasal 29 menyebutkan bahwa Pejabat yang menggunakan diskresi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28
dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada Warga Masyarakat

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Akibat Hukum Diskresi

Dalam penggunaan diskresi Pejabat Pemerintah wajib mengikuti
prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Terdapat 2 prosedur inti yang
wajib dilakukakan. Pertama, Pejabat Pemerintahan wajib menguraikan
maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan.

Kedua, wajib menyampaikan uraian secara tertulis tentang diskresi yang
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dilakukan kepada Atasan Pejabat dalam jangka waktu tertentu (5 hari

kerja).

Pada Pasal 30 ayat (1) mengkategorikan diskresi yang melampaui

wewenang apabila:

a. Bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang
diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang
diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28.

Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan akibat hukum dari penggunaan
diskresi sebagaimana pada ayat (1) menjadi tidak sah. Kemudian pada

Pasal 31 berbunyi:

1) Penggunaan diskresi dikategorikan mencampuradukkan wewenang
apabila:
a. Menggunakan diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang
yang diberikan;
b. Tidak sesaui dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28;
dan/atau
c. Bertentangan dengan AUPB.
2) Akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dibatalkan.
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Pasal 32 ayat (1) mengaktegorikan sebagai tindakan sewenang-
wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.
Selanjutnya, dalam ayat (2) akibat hukum dari penggunaan diskresi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah.



BAB IV

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 30 TAHUN 2014

A. Tinjavan terhadap Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Pada Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa diskresi hanya dapat
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Artinya dalam hal
ini Pejabat Pemerintahan adalah sebagai subjek dalam hal ini yaitu badan
eksekutif. Secara logis badan legislatif memberikan keleluasaan pada
badan eksekutif untuk membuat sesuatu perundang-undang yang belum
ada peraturannya dalam masyarakat serta memenuhi kemaslahatan
masyarakat sesuai dengan konsep negara Kkesejahteraan. Serta
menghindari terjadinya kekosongan hukum. Maka dalam hal ini Pejabat
Pemerintahan diberikan keleluasaan untuk melakukan diskresi. Dalam
melakukan diskresi, Pejabat Pemerintahan dituntut untuk tetap
berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan serta AUPB. Pemberian hak kepada Pejabat
Pemerintahan berupa kebijakan melakukan diskresi ini memang
diperlukan bagi keberlangsungan bagi suatu negara. Tetapi jika tidak

berhati-hati dalam melakukannya maka bisa terjadi abuse of power dan
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dapat melanggar hak warga negara. Sebab Pejabat Pemerintahan bisa

melakukan apa saja demi mencapai suatu tujuan.

Dalam Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang No 31 Tahun 2014
menjelaskan kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang bertindak
dalam ranah hukum public. Sebuah prinsip yang menyebutkan “tidak ada
kewenangan tanpa pertanggungjawaban” menjelaskan bahwa setiap
kebijakan yang di putuskan oleh Pejabat Pemerintahan mempunyai
pertanggungjawaban yang harus dipikul. Karena idealnya bahwa sebuah
kewenangan melekat pada jabatan, tetapi dalam praktiknya dijalankan
oleh manusia yang dalam hal ini harus memikul tanggung jawab hukum
apabila terjadi penyimpangan dalam memutuskan suatu kebijakan. Hal ini
sesuai dengan prinsip negara hukum adalah asas legalitas yang artinya
adalah setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tanggung jawab
tersebut dapat dibedakan menjadi dua pola tanggung jawab, yaitu

tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi.

Tanggung jawab jabatan ini dibebankan kepada Pejabat
Pemerintahan yang menggunakan kebijakan atas nama jabatan dan bila
terdapat ganti rugi ataupun denda dibebankan kepada negara. Menurut

Logeman, dalam hukum tata negara hanya jabatan yang dibebadin
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wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajibannya

terus berjalan tidak peduli dengan pergantian jabatan.

Selanjutnya, tanggung jawab pribadi yang dibebankan kepada Pejabat
Pemerintahan yang melakukan perbuatan hukum, tanggung jawab dan
konsekuensinya kembali kepada pribadi yang melakukannya. Apabila
terdapat ganti rugi dan sebagainya maka menjadi tanggug jawab pribadi,
bukan dibebankan kepada negara. Tanggung jawab pribadi ini terjadi
apabila Pejabat Pemerintah melakukan suatu maladministrasi dalam
mengeluarkan suatu kebijakan. Secara singkat pasal 1 ayat 3 Undang-
Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

menjelaskan yang dimaksud dengan maladministrasi:!

Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang,
menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan
wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban
hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian
materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan

Asas-asas Umum Pemerintahan adalah sebagai batu uji dalam
pengambilan kebijakan diskresi ini. Asas ini sebagai acuan penggunaan
wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan.
Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan , Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi:?

a. Kepastian hukum;
b. Kemafaatan;
c. Ketidakberpihakan;

! Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
2 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
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d. Kecermatan;

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
f. Keterbukaan;

g. Kepentingan umum; dan

h. Pelayanan yang baik.

Oleh sebab itu apabila Pejabat Pemerintah yang menyelenggarakan
suatu pemerintahan terdapat unsur maladministrasi yang dapat merugikan
warga negara, maka tanggung jawabnya dibebankan kepada pribadi yang

bersangkutan.

Tidak sepenuhnya Pejabat Pemerintah yang menjalankan
kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat
dibebani tanggung jawab. Akan tetapi harus dilihat terlebih dahulu
bagaimana cara wewenang tersebut diperolah. Dalam Undang-Undang
Administrasi Pemerintah kewenangan diperoleh melalui dikenal tiga cara,
yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi dan delegasi, tanggung
jawab dibebankan kepada penerima kewenangan tersebut. Sedangkan
mandat, kewenangan yang diberikan kepada penerima mandat tetapi
tanggung jawab tetap dibebankan kepada pemberi mandat. Peralihan

inilah yang menjadi dasar tanggung jawab sebagaimana prinsip tersebut.

Oleh sebab itu sebaiknya harus dilihat terlebih dahulu tanggung
jawab yang harus dipikul apabila terjadi suatu kesalahan dari segi
administrasi, pidana atau perdata. Karena pertanggungjawaban setiap
Pejabat Pemerintahan berbeda-beda jika dilihat dari cara memperoleh
kewenangan.  Tidak  sepenuhnya  pertanggungjawaban  Pejabat

Pemerintahan ini hanya dilihat dalam kesalahan hukum pidana. Dan
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dalam hal ini sebaiknya memang perlu ada aturan yang lebih jelas di
dalam  Undang-Undang  Administrasi ~ Pemerintahan = mengenai
pertanggungjawaban  Pejabat  Pemerintahan, sehingga  Pejabat
Pemerintahan tidak ragu dalam proses pengambilan diskresi dan menjadi
lebih hati-hati di dalamnya. Sebab apabila Pejabat Pemerintahan ragu dan
takut untuk melakukan diskresi maka dalam hal ini akan menghambat
kesejahteraan warga masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakjelasan
hukum. Tetapi jika dalam suatu diskresi tersebut masyarakat merasa
haknya dirugikan oleh Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan diskresi,

maka dapat dapat membuat gugatan di pengadilan.

Tinjavan Figh Siyasah Terhadap Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat

Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Untuk mewujudkan suatu negara hukum yang berdasarkan syari’at
Islam, maka diperlukan prinsip-prinsip dasar yang harus sesuai dengan Al-
Qur’an dan Hadist. Tetapi dengan perubahan dan perkembangan zaman
terkadang prinsip tersebut mengalami perubahan cara atau sistem yang

berbeda sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pada aplikasinya demi melaksanakan kemaslahatan masyarakat

Pejabat Pemerintahan diberikan suatu hak diskresi yang dalam hal ini
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sesuai dengan prinsip kesejahteraan dalam Islam. Prinsip ini terkandung

dalam QS. Saba‘ ayat 15:

1103 oz R4l
3as <55 gk sl

(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan
Yang Maha Pengampun

Secara garis besar, objek kajian figh siyasah terdapat tiga macam:

1. Sivasah dusturiyyah, yang membahas mengenai politik perundang-
undangan

2. Siyasah dauliyah, yang membahas mengenai politik luar negeri

3. Siyasah maliyah, disebut juga politik keuangan.

Dalam objek kajian diatas, secara khusus diskresi sesuai dengan
siyasah dusturiyyah.. Dan umat juga di perintahkan untuk menaati

pemimpin. Sesuai dengan QS. Al-Nisa ayat 59.

=

e T U dotat s @ Ll it oo 028

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu

Tetapi dalam kepemimpinannya, tidak jarang ditemukan suatu
permasalahan yang konkrit, yang terkadang tidak di atur dalam suatu
nash Qur’an dan Hadith. Untuk memecahkan permasalahan tersebut
Imamah dapat juga melakukan sebuah penalaran hukum atau melakukan
istinbath hukum, penalaran ini sesuai dengan teori mashlahah. Konsep

mashlahah muncul karena memiliki hubungan dengan magqasidus shariah
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yang paling penting adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
Kemaslahatan tersebut dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat
dilaksanakan. Unsur-unsur tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal
dan harta. Dalam bernegara pemimpin wajib menjaga lima unsur tersebut
agar tidak melanggar hak asasi umat. Oleh sebab itu, maka jika terdapat
suatu hukum yang tidak dijelaskan dalam nash, maka boleh untuk
melakukan sebuah penalaran hukum melalui mashlahah mursalah.

Menurut Syatibi mengatakan:

“Kemaslahatan harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus
dihapuskan, menurut syara‘ harus diarahkan pada tegaknya kehidupan

dunia akhirat”

Dalam menjalankan penalaran hukum melalui teori mas/ahah tidak
boleh hanya sekedar penalaran biasa. Tetapi harus sesuai dengan syarat.

Syarat tersebut menurut ushul figh:

1. Maslahah yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nas
2. Maslahah yang ditolak legalitasnya oleh Syari’
3. Maslahah yang tidak terdapat legalitas nas baik terdapat keberlakuan

maupun ketidakberlakuannya.

Konsep ini sesuai dengan batas-batas diskresi yang harus dilakukan.
Sebab jika tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, maka hukum tersebut
menjadi gugur atau tidak wvalid. Jika Pejabat Pemerintahan tidak

menghiraukan syarat-syarat tersebut maka bisa disebut sebagai
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penyalahgunaan wewenang. Maka dalam hal ini juga melanggar prinsip
amanah. Sebab dalam prinsip amanah antara hak dan kewajiban harus
sesuai. Dan kewajiban tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-
Qur’an dan Hadist. Dalam hukum positif di Indonesia apabila seorang
Pejabat Pemerintahan melakukan suatu abuse of power dalam
pengambilan suatu diskresi, maka harus dilihat terlebih dahulu aspek

mana yang dilanggar orang Pejabat Pemerintahan tersebut.

Dalah sebuah hadis yang berbunyi

S8 dsbee 385 65 A o o)) BRYG e 32 3o oS0 o1y SIS

R

a5
Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian
akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang
dipimpinnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya

dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai rakyatnya. (HR.
Bukhari Muslim)

Dalam hadis tersebut pemimpin bertanggung jawab kepada setiap
perbuatan yang dilakukannya pada umatnya. Pemimpin juga dituntut
untuk memenuhi kewajibannya dalam hal melindungi kemaslahatan
umatnya. Dalam kajian figh siyasah pertanggungjawaban terdapat
pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh pemimpin yaitu,

tanggung jawab pada keluarga, pada kerabatnya dan pada umatnya.

Maka jika terjadi suatu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
oleh penguasa dalam mengeluarkan suatu kebijakan,

pertanggungjawabannya adalah langsung terhadap rakyat. Sebab rakyat
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juga mempunyai andil dalam pembuatan suatu kebijakan atau undang-
undang. Apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
yang terdapat dalam Islam dan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka
terdapat suatu lembaga peradilan yang disbut wilayah al-mazalim.
Peradilan ini dibentuk untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah
dirampas oleh penguasa. Rakyat dapat melaporkan segala bentuk
kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, termasuk kebijakan yang

merugikan mereka.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat

mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari

rumusan masalah sebagaimana berikut:

1.

Pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, dalam menyelenggarakan pemerintahan Pejabat
Pemerintahan  diberikan  hak untuk  melakukan  diskresi.
Pertanggungjawaban atas diskresi ini dapat disimpulkan menjadi dua,
yaitu tanggung jawab jabatan dan pribadi. Tetapi dalam peraturan
perundangan tersebut belum sepenuhnya dijelaskan bagaimana
tanggung  jawab  Pejabat  Pemerintahan yang melakukan
maladministrasi.

Teori mashlahah dan diskresi memiliki persamaan satu sama lain,
tetapi terdapat perbedaan dalam pertanggungjawabannya dalam figh
siyasah. Dalam figh siyasah, lembaga al-sulthah al-tasyri ‘iyah adalah
sebagai lembaga legislatif. Setiap perundang-undangan atau
kebijakan dalam pemerintahan dibentuk oleh lembaga ini. Tetapi
dalam pertanggungjawaban, lembaga al-sulthah al-tasyri‘iyah

mempunyai tanggung jawab langsung terhadap rakyat. Sebab rakyat
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juga mempunya andil yang besar sebagai pemegang kekuasaan
pembentukan hukum. Oleh sebab itu, apabila suatu hukum tidak
sesuai dengan kemaslahatan umat dan prinsip-prinsip Islam. Maka
rakyat dapat melaporkannya kepada wilayah al-mazalim. Dalam hal
ini berbeda dengan Pejabat Pemerintahan yang mana harus dilihat
terlebih dahulu bagaimana suatu pertanggungjawaban tersebut dapat

dilaksanakan dari segi perdata, pidana dan administrasi.

B. Saran

Seharusnya dalam melihat pertanggung jawaban diskresi ini melalui
berbagai segi. Sebab jika hanya dilihat dari satu segi saja, maka
memungkinkan Pejabat Pemerintah ini terkena sanksi pidana. Dan
kemudian muncul keraguan dalam mengeluarkan suatu diskresi. Oleh
sebab itu, seharusmya dalam pelaksanaan diskresi ini bisa sesuai dengan
AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik). Jika ditinjau dalam
figh siyasah, lembaga al-sulthah al-tasyri‘iyah adalah sebagai lembaga
legislatif, maka perundang-undangan sepenuhnya dibentuk oleh lembaga

ini. Sedangkan lembaga eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan saja.
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